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Menimbang 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

• 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 749d/MENKES/PER/XII/1989 

TENT ANG 

REKAM MEOIS/MEOICAL RECORDS 

MENTER I KESEHATAN REPUBLI K INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 

bngi seluruh masyarakat perlu adanya pening~atan mutu pela

yanan kcschatan; 

b. bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus disertai 

adanya sara11a. penur.ja;i~ rang rncmadai antara lain mclalui pc

ny~l.enggarnan rekam rnedis oada setiap sarana p!!layanan kcse

hatan; 

c. bahwa untuJ.: men(:apai tuj1:21~ h·Jruf a can b terscbut di;;.tas di 

pandai1g perl~! ;r.cnctapi:.rir. i'eriitu::a n ~len tcri Keschatan tcntang 

Rel:am Hedi.s. 

. .. ~· .. -. :" :--."'°\ 

2. Undang-Undanr No~~~ ' - . c J:; :~:tr. Tc-nag<. .: eschatan 

(Lc~11baran Ne~ara T.'1hun 1~l63 Norno:- 79, Tainbahc>.n Lcmbaran Nega 

ra Nornor 2576); 

.:>. Undang-Undang Nomor 7 ·rnhun 1971 ::entang l~ctcntuan-Kctentuan 

Pokok Kearsipa~ (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambah~ 

an Lemb~ran Negara Nomor 2964); 

4. Pe:raturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 ten tang \faj ib Simpan 

Rahasia Keclokteran (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 21, Tam-

bahan Lernbaran Negara Nomor 2803); 

S. Peraturan Pemerintah Nomor i T~;un 198i tentang Penycrahan Se

bagian Urusan Pemerintahan Dalam !3ic..;ang Kcsehatan Kcpada Dae

rah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Ne

gara Nomor 3347). 
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M· E M U T U S K A N 

PERATURAN MENTER!' KESEli.ATAN RE PUB LI K INDONESIA TENTANG RE KAM MED IS 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam P~raturan ini yang dimaksud dengan : 

a. Rekam medis adalah berkas yang berisiknn catatan, dan dokumen 

tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan 

dan pelayanan lain kepada pasien pada s~rana pelayanan kese

hatan. 

b. Sarana pelayanan kesehatar, ~. dal:ih ·.:cmpc;t r2.ng. digunakan un

tuk menyelenggarakan upaya kescilat~n baik lmtuk rawat jalan 

maupun rawat nginap yang dii;elol a ol e:·, Pemerintah a tau Sh'asta. 

c. Dokter adalah doktc:r umu;;./dck:c:- :::;; ~s i:t~ :~·. clan dokter 

<lokter gigi spesialis. 

gigi/ 

d. Tenaga Kesehatan lain adalah ~i:;:.'.'..ga xe:;r.:l~r. ~an yang ikut mem

berikan pelayanan kesehatan s~ -::;1.:-r. 1:1:-. gsun g kepada pasicn. 

e. Dircktur Jenderal adalnh Dir-e i:tt.:r ,i:?nc:-:> :-al Pe!ayanan Medik 

dan atau Direktur Jenderal Pembir.::i;'.:"l J~c~.~l1 atan ~lasyarakat. 

BAB II 

TATA CARA PENYELENGGARAJ\ K 

Pasal 2 

Setiap sarana pelayanan kcsehatan )'ang melakukan pclayanan rawat 

jalan maupun rawat nginap wajib membuat rekam medis. 

Pasal 3 

Rekam medis sebagaim.ana dimaksud pasal 2 dibuat oleh dok ter cl an 

atau tenaga kesehatan lain yang member i pelayanan langsung kepa

da pasien. 

Pasal 4 

Rekam medis harus di~uat segera clan dilengkapi seluruhnya setelah 

pasien menerima pelaylnan. 
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Pasal S 

Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan 

petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. 

Pasal 6 

(1) Pembetulan kesalahan catatan dilakukan pada tulisar1 yang salah dan di

beri paraf oleh petugas yang bersangkutan. 

(2) Penghapusan tul is an dengan car a apapun tidak diperbol ehkan. 

Pasal 7 

(1) Lama penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya untuk jangka waktu S 

(lima)° tahtm terhhung· dari tanggal terakhir pasien berobat. 

(2) Lama penyimpanan rekam medis yang berkai tan dengan hal-hal yang bersi

fat khusus ·dapat ditetapkan terseridiri. 

Pasal 8 

(1) Setelah batas waktu 'sebagaimana dimaksud pas al · 7 .di lampaui, rekam medis 

dapat dirnusnahkan. 

(2) Tata ca!a pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direk

tur Jenderal. 

Pasal 9 

Rekam medis harus disimpan oleh petugas yang ditunjuk ol eh pimpinan sarana 

pelayanan- kesehatan. 
·' 

BAB III 
PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN 

Pasal 10 

(1) Berkas rekam medis . milik :sarana pcl:iyanan keschata;i. 

(2) Isi ~rekam· medis rni'lik ·pasicn: 

Pasal 11 

Rekam medis rncrupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannyn.. 

Pasal 12 

(1) Pernaparan isi rekam medis hanya boleh dilakuknn olch dokter yang merawat . 

pasien dengan . izin tertulis pasien. 

(2) Pirnpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tan

pa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-Ui1dangan yang berlaku. 
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Pasal 1.3 

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas 

a. hi_iangnya, rusaknya, a tau pemal suan rekam me.dis. 

b. pengguna~n oleh orang/Badan yang tidak berhak. 

Pasal 14 

Rekam medi.s aapat d:hpakai :.~ebagai ..;:· 

a. da$ar pemeliharaan ·kesehatan dan peng0batan · pasi~ 

b. bahan: pernbuktian dalam perkara hukwn; 

~. bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan; 

l. dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan; 

bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. 

BAB IV 

ISl REKAM MEDIS 

Pasal 15 

Isi reknm medis untuk pasien rawat jalan dapat dibuat selengkap-lengk:. ;.mra 

dan sekurang-kurangnya memtlat : idcntitas, anamnese, diagnosis dan tindakan 

/pengobatan. 

, Pa's?.) .~· 16 . 

Isi rekam medis untuk pasien r3.1.;at ngir.a? s e:: kur-ang- ku:-angnya memuat 

identitas pasien; 

- anamnese; 

- riwayat penyakit; 

• hasil p~meriksaan 1 aboratoril:; 

- diagnosis; 

- persetujuan tindakan medik; 

- tindakan/pengobatan; 

- catatan perawat; 

- catatan observasi klinis dan hasil pengobatan; 

- resume akhir dan evaluasi pengobatan. 

BAB V 

PENGORGANISASIA~ 

Pasal 1 7 

Pengelolaan rekam medis dilaksanakan ses ua i dengan ·tata kerja o'rgarii!fasi 

saran; pelayanan kesehatan. 
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Pasal 18 

Pimpi~an sarana pelayanan kesehatan \rnjib melakukan ·J'em't;>in .a.~n:·terhadap '..petuga~ · : · 

rekam .. medis·.tin~uk ·meni.ngkatkan .ke.trampilan. 

Pasal 19 

Pengawasan terhadap p~nyelen·ggaTaan :r .eka.m me.dd:s ~· di·H.kt.U<~n·;;ol'eJl·'."n.irektur Jenderal. 

BAB VI 

s AN 1< s.r 
Pasal 20 . 

. Pelanggaran ~erh.~dap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan 

sanksi administr'atif mulai dari teguran lisan sampai pencal>utan izin. . 

BAB VII 

KfTENTUAN PERALIHAN 

Pasal 21 

Semua sarana pelayanan kesehatan harus menyes uaikan diri dengan ketentuan -keten

tuan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun~ sejak berlakunya pe:raturan 

ini. 

BAB VI I I 

J<ETENTUAN PENUTUP 
Pasal 22 

Hal-hal tehnis yang belum diatur da1'1 :pc~unj~k . p < : .i aksanaar1\ p·cx.a·t .u:ran ·.i n i · aka:i .·di -

tetapRB.I,.-hieh DiTek·i:ut Jendei:al . ses·ua~ :· dengan oi dan:g. ~togas· : -rnistng-masing. 

Pasal 23 

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. 

Agar setiap orang mengetS:-huinya, memerintahk:m pe:;gundangan peraturan 

b l . r __ , ini dengan ' penempatannya dalam Berita Negara Repu lik Incones1a. f:/ 
. . ~ · 

J akarta 

2 Desember 1989 

INDONESIA, 

MPH.-
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PERATURAN MENTER! KESEHATAN R.I. 
NOMOR : 749a/MENKES/PER/XII/1989 

TENT ANG 
REKAN MEDIS/MEDICAL RECORDS 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESI A, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa dalam rangka mewujud~an 
derajat kesehatan yang optimal 
bagi seluruh masyarakat perlu 
adanya peningkatan mutu pelayan
an kesehatan ; 

b. bahwa peningkatan mutu pelayanan 
kesehatan harus disertai adanya 
sarana penunjang yang memadai 
antara lain melalui penyelengga
raan rekam medis pada setiap 
sarana pelayanan kesehatan ; 

c. bahwa untuk mencapai tujuan hu
ruf a dan b tersebut diatas di 
pandang perlu menetapkan Peratur 
an Menteri Kesehatan tentang Re:
kam Medis. 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-Pokok Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1960 No
mor 131, Tambahan Lembaran Nega
ra Nomor 2068); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 
tentang Tenaga Kesehatan (Lembar 
an Negara Tahun 1963 Nomor 79-; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2576); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 
tentang Ketentuan-Ketentuan Po
kok Kearsipan (Lembaran Negara 
Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2964)~ 
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Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1966 tentang Wajib Simpan 
Rahasia Kedokteran ( Lembaran 
Negara Tahun 1966 Nomor 21, Tam
bahan Lembaran Negara Nomor 
2803); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Ta
hun 1987 tentang Penyerahan Se -
bagian Urusan Pemerintahan Dalam 
Bidang Kesehatan kepada Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1987 No
mor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3347). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPU 
BLIK INDONESIA TENTANG REKAM MEDIS 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud 
dengan · : 

a. Rekam medis ~dalah berkas yang 
berisikan catatan, dan dokumen 
tentang identitas pasien, peme
riksaan, pengobatan, tindakan 
dan pelayanan lain kepada pa
sien, pada sarana pelayanan ke
sehatan. 

b. Sarana pelayanan kesehatan ada
lah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehat
an baik untuk rawat jalan mau -
pun rawat nginap yang dikelola 
oleh Pemerintah atau swasta. 

c. Dokter adalah dokter umum/dok -
ter spesialis dan dokter gigi/ 
dokter gigi spesialis. 
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d. Tenaga Kesehatan lain adalah tenaga kesehatan 
yang ikut memberikan pelayanan kesehatan se
cara langsung kepada pasien. 

e. Direktur Jenderal adalah Direktur 
Pelayanan Medik dan atau Direktur 
Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 

BAB II 
TATA CARA PENYELENGGARAAN 

Pasal 2 

Jenderal 
Jenderal 

Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan 
pelayanan rawat jalan maupun rawat nginap wajib 
membuat rekam medis. 

Pasal 3 

Rekam medis sebagaimana dimaksud pasal 2 dibuat 
oleh dokter dan atau tenaga kesehatan lain yang 
memberi pelayanan langsung kepada pasien. 

Pasal 4 

Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi 
seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan. 

Pasal 5 

Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus di
bubuhi nama dan tanda tangan petugas yang membe
rikan pelayanan atau tindakan. 

Pasal 6 

(1) Pembetulan kesalahan catatan dilakukan pada 
tulisan yang salah dan diberi paraf oleh pe 
tugas yang bersangkutan , -

(2) Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak 
diperbolehkan. 

Pasal 7 

(1) Lama penyimpanan rekam medis sekurang-kurang 
nya untuk j angka waktu 5 (lima) tahun ter
hi tung dari tanggal terakhir pasien berobat. 
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(2) Lama penyimpanan rekam medis yang berkaitan 
dengan hal-hal yang bersifat khusus dapat di 
tetapkan tersendiri. 

Pasal 8 

(1) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pa
sal 7 dilampaui, rekam medis dapat dimusnah
kan. 

(2) Tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 9 

Rekam medis harus disimpan oleh petugas yang di
tunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. 

BAB III 
PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN 

Pasal 10 

(1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan 
kesehatan. 

(2) Materi rekam medis milik pasien. 

Pasal 11 

Rekam medis merupakan berkas yang wajib 
kerahasiaannya. 

Pasal 12 

(1) Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dila
kukan oleh dokter yang merawat pasien dengan 
izin tertulis pasien. 

(2) Pirnpinan sarana pelayanan kesehatan dapat 
memaparkan isi rekam medis tanpa izin pasien 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 13 

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung 
jawab atas : 
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a. hilangnya, rusaknya, atau pemalsuan rekam me
dis. 

b. penggunaan oleh orang/Badan yang tidak berhak 

Pasal 14 

Rekam medis harus dapat dipakai sebagai : 

a. dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan 
pasien ; 

b. bahan pembuktian dalam perkara hukum , 
c. bahan unt uk keperluan penelitian dan kesehat

an ; 
d. dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan 
e. bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan 

BAB IV 
ISi REKAM MEDIS 

Pasal 15 

Isi rekam medi s untuk pasien rawat jalan dapat 
dibuat selengkap-lengkapnya dan sekurang-kurang
nya memuat : identitas, anamnese, diagnosis dan 
tindakan/pengobatan. 

Pasal 16 

Isi rekam medis untuk pasien rawat nginap seku
rang-kurangnya memuat 

identitas pasien 
- anamnese ; 

riwayat penyakit ; 
hasil pemeriksaan laboratorik 

- diagnosis ; 
- persetujuan tindakan medik ; 
- catatan perawat ; 
- ca ta tan observasi klinis dan hasil pengobatan; 
- resume akhir dan evaluasi pengobatan. 
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BAB V 
PENGORGANISASIAN 

Pasal 17 

U-12 

Pengelolaan rekarn rnedis dilaksanakan sesuai de -
ngan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan 
kesehatan. 

Pasal 18 

Pirnpinan sarana pelayanan kesehatan dalarn rangka 
pengelolaan rekarn rnedis sebagairnana dirnaksud pa
sal 17 rnelakukan pernbinaan untuk rneningkatkan ke 
terarnpilan. 

Pasal 19 

Pengawasan terhadap rekarn rnedis dilakukan oleh 
Direktur Jenderal. 

BAB VI 
SANKS! 

Pasal 20 

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam 
peraturan ini dapat dikenakan sanksi administra
tif rnulai dari teguran lisan sampai pencabutan 
izin. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 21. 

Sernua sarana pelayanan kesehatan harus rnenyesuai 
kan diri dengan ketentuan-ketentuan dalarn per
aturan in1 paling lama·l (satu) tahun, sejak 
berlakunya peraturan ini. 
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BAB VIII 
KETENTIJAN PENUTUP 

Pasal 22 

U-13 

Hal-hal tehnis yang belum diatur dalam peraturan 
ini akan ditetapkan kernudian oleh Direktur Jen
deral sesuai dengan bidang tugas masing-masing . 

Pasal 23 

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal di
tetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah
kan pengundangan peraturan ini dengan penempatan
nya dalam 8erita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

J a k a r t a 

2 Desernber 1989 

MENTER! KESEHATkN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr. ADHYATMA, MPH. 


